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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

   Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab 

terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kebijakan jalur domisili dalam penerimaan murid baru diatur dalam 

Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025. Kebijakan jalur domisili 

berpijak pada prinsip kedekatan domisili dan radius jarak calon murid 

dengan satuan pendidikan, dengan tujuan untuk pemerataan 

pendidikan. Ketentuan dalam peraturan ini memberikan Pemerintah 

Daerah wewenang untuk menetapkan batas wilayah administratif 

calon murid melalui peraturan daerah. 

2. Penetapan jalur domisili dalam penerimaan murid baru memberikan 

dampak positif dan negatif dalam praktiknya. Dampak positif yang 

diberikan yaitu: membantu pemerataan kualitas pendidikan, 

memperpendek jarak tempuh murid, dan membantu memecah stigma 

tentang sekolah favorit dan non-favorit. Sedangkan dampak negatifnya 

adalah: membatasi hak pendidikan warga negara, munculnya praktik 

manipulasi data domisili, dan praktik jual beli bangku atau titipan 

siswa. 

3. Dalam perspektif fikih siyasah, secara khusus pembahasan tentang 

perundang-undangan serta kebijakan terdapat dalam bidang siyasah 

dusturiyah. Pada dasarnya dalam kajian siyasah dusturiyah, 

melahirkan suatu kebijakan tetap harus berpijak pada prinsip-prinsip 

syariat Islam yang membawa kemaslahatan kepada seluruh umat. 

Dalam konteks kebijakan jalur domisili, kebijakan tersebut 

bertentangan dengan beberapa prinsip-prinsip seperti al-musawah 

(persamaan), al-hurriyah (kebebasan atau kemerdekaan) dan al-

‘adalah (keadilan). Kebijakan domisili tersebut tidak memberikan hak 

ataupun keadilan yang sama secara menyeluruh kepada warga negara. 
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Kebijakan jalur domisili tersebut hanya memberikan keuntungan bagi 

kelompok tertentu saja yang dalam hal ini adalah hanya mereka yang 

dekat dengan sekolah. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip 

fikih siyasah dusturiyah yang menekankan dan mengedepankan 

kemaslahatan umat secara menyeluruh, bukan hanya pada golongan 

atau kelompok tertentu saja. 

5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan yang telah 

dipaparkan di atas sebagai berikut: 

1. Kepada Pemerintah dalam menetapkan kebijakan pendidikan agar 

selalu berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna 

menjaga legitimasi hukum dan harmonisasi peraturan perundang-

undangan serta memastikan bahwa kebijakan tersebut memenuhi 

hak-hak konstitusional rakyat dalam konstitusi, terutama dalam 

bidang pendidikan. 

2. Kepada masyarakat Indonesia agar mengawasi kinerja pemerintah 

dalam melahirkan suatu kebijakan, guna memastikan kebijakan 

tersebut tidak merugikan masyarakat Indonesia dan mendatangkan 

kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

3. Kepada peserta didik agar selalu menjaga semangat serta motivasi 

belajar meskipun dihadapkan pada kebijakan yang dalam praktiknya 

menimbulkan problem dan pro kontra. 
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